BUPATI PESISIR SIELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 13 /Kpts/BPT-PS/2021
TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa Saudara Akpal Rizonlv Nip. 19661230 198602 1 001 saat
ini merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Camat Sutera,
sebagai Sekretaris Camat Sutera dan sebagai Penjabat Wali
Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera, schingga bcrpotcx_isi
terjadinva penyalahgunaan wewenang dan korupsi, untuk itu
harus ada upaya penanganan dan pencegahannya, maka untuk
terubnya Administras: Pemerintahan Nagarl perlu mengganu
Penjabat Wali Nagari A 1ping Parak Kecamatan Sutera,

bahwa sesuai dengan :ctentuan Pasal 75 avat (1) dan ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari. dinvatakan bahwa dalam hal terjadi
kekosongan jabatan Wali Nagarn dalam penyelenggaraan
Pemilihan Wali Nagari Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Wali
Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa berdasarkan Surat Camat Sutera Nomor 138/01/CS-2021
tanggal 4 Januari 201 tentang Usulan Penjabat Wali Nagari
Amping Parak Kecamatan Sutera, perlu ditetapkan Penjabat Wali
Nagari Amping Parak Kecamatan Sutcra dengan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebavaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huraf ¢, perlu menctapkan Keputusan
Bupati Pesisir Sclatan tentang Peng: ngkatan Penjabat  Wali
Nagari Amping Parak hccamatan Sutera:

Undang-Undang Nomo: 12 Tahun 193, tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kkabui aten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Len baran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 235) Jo U dang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun
1957 tentang Perubal.an Undang-Unding Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 195> ten:ang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang
Perubahan Undang-Un {ang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 21
Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik
Irdonesia Nomor 12 Tahun 1956 Daciih Swatantra Tingkat 11
dalam Lingkungan Dacrah Swatantra-Tingkat | Sumatera Tengah
Sebagai Undang-undaiig (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 1(8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643):
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to

10.

11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupgti Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagart,

Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Nagari,
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Pengangkatan  Saudara  Muhammad Igbal
Nip.19810404 200301 1 012 Jabatan Fungsional Umum pada
Kantor Camat Sutera sebagai Penjabat Wali Nagari Amping Parak

5 (enam) bulan

Kecamatan Sutera, dengan masa tugas paling lama 0 (¢
terhitung sejak tanggal pelantikan.

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
mempunyai tugas pokok dan fungsi memfasilitasi Pemilihan Wal
Nagari definitif disamping tugas-tugas Umum Pemerintahan N

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktu:n K'PSA‘TL :
berhak memperoleh tunjangan vang be&.m\a ditentukas lam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Na
Parak Kecamatan Sutera sesuai dengan peraturan

undangan.

i

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapk i Painan
Pada tang

BUPATI

Januar 2021
ISIR SELATAN,
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